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BUPATI BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah

menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun anggaran berakhir;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat

evaluasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung Nomor: 188.44/722/BAKUDA/2021

tanggal 5 Agustus 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan
KEPALA BPKAD
KAB. BELITUNG

Peraturan....

SALINAN
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Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang pelaksanaannya

perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

7. Undang-Undang....
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

Perubahan Atas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

13.Peraturan....
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Nomor 55);

19. Peraturan....
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten

Belitung Tahun 2019 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten

Belitung Tahun 2020 Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung

Tahun 2019 Nomor 39), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 38 Tahun 2020

tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Belitung

Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 38);

23. Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten

Belitung Tahun 2020 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal....



C:\Users\TYO\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2021\PERDA\7-PERDA LKPJ APBD TA-2020.docx 6

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan

memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan

badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 957.021.600.971,11

b. Belanja Rp.1.032.032.453.295,43

Surplus/(defisit) Rp.(75.010.852.324,32)

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 197.095.344.330,69

- Pengeluaran Rp. -

Surplus/(defisit) Rp.122.084.492.006,37

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. (13.124.685.387,89) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah
perubahan

Rp. 970.146.286.359,00

b. Realisasi Rp. 957.021.600.971,11

Selisih lebih/(kurang) Rp. (13.124.685.387,89)

2. Selisih....
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2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp. (135.209.177.394,26) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.167.241.630.689,69

b. Realisasi Rp. 1.032.032.453.295,43

Selisih lebih/(kurang) Rp. (135.209.177.394,26)

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp. (122.084.492.006,37) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (197.095.344.330,69)

b. Realisasi Rp. (75.010.852.324,32)

Selisih lebih/(kurang) Rp. (122.084.492.006,37)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah  Rp. - dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

- Anggaran setelah perubahan Rp. 197.095.344.330,69

- Realisasi Rp. 197.095.344.330,69

Selisih lebih/(kurang) Rp. -

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut:

Pengeluaran Pembiayaan

- Anggaran setelah perubahan Rp. -

- Realisasi Rp. -

Selisih lebih/(kurang) Rp. -

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Neto

sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut:

Pembiayaan Neto

- Anggaran setelah perubahan Rp. 197.095.344.330,69

- Realisasi Rp. 197.095.344.330,69

Selisih lebih/(kurang) Rp. -

Pasal 4

Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 197.095.344.330,69

b. Penggunaan....
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b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan

pembiayaan tahun berjalan

Rp. 197.095.344.330,69

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran (SilPA/SiKPA)

Rp. 122.084.492.006,37

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya

Rp. -

e.

f.

Lain-lain

Saldo anggaran lebih akhir

Rp. -

Rp. 122.084.492.006,37

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per

31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 2.261.784.013.764,58

b. Jumlah Kewajiban Rp. 16.050.208.090,21

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.245.733.805.674,37

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan LO Rp. 1.044.376.879.758,48

b. Beban Rp. 1.033.704.128.114,37

c. Surplus/(defisit) dari kegiatan

operasional

Rp. 10.672.751.644,11

d. Surplus/(defisit) dari  kegiatan non

operasional

Rp.      (12.124.026.492,38)

e. Pos Luar Biasa Rp. (4.200.711.625,00)

f. Surplus/(defisit) - LO Rp. (5.651.986.473,27)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal  per 1 Januari 2020 Rp. 193.596.508.219,34

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 62.439.368.053,80

c. Arus kas dari aktivitas investasi
aset non keuangan

Rp.    (139.522.767.560,12)

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. -

e. Arus....
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e. Arus  kas dari aktivitas transitoris Rp. 608.727.291,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember

tahun 2020
Rp. 117.121.836.004,02

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan

31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal Rp. 2.265.888.361.693,60

b. Surplus/(defisit) - LO Rp. (5.651.986.473,27)

c. Dampak kumulatif perubahan

kebijakan/kesalahan mendasar

Rp. (14.502.569.545,96)

d. Ekutas akhir Rp. 2.245.733.805.674,37

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi

baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan

keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintah daerah,

organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran....



C:\Users\TYO\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2021\PERDA\7-PERDA LKPJ APBD TA-2020.docx 10

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintah daerah

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih;

j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya; dan

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha

milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal....



C:\Users\TYO\Dropbox\BAGIAN HUKUM\PHD\2021\PERDA\7-PERDA LKPJ APBD TA-2020.docx 11

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) berupa laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan

pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH
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Diundangkan di Tanjungpandan

pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (7.37/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003


